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KATA PENGANTAR 
 

Segala puji bagi Allah SWT., yang telah memberi limpahan nikmat 

serta taufiq kepada hambaNya. Shalawat serta salam semoga senantiasa 

tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.  

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan karena buku ini bisa 

terselesaikan dan sampai di hadapan para pembaca. Karena berkat rahmat 

dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, buku yang berjudul “Standar 

Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dalam Perspektif Perlindungan Hukum 

terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia” telah selesai di susun dan berhasil 

diterbitkan, semoga buku ini dapat memberikan sumbangsih keilmuan dan 

penambah wawasan bagi siapa saja yang memiliki minat terhadap 

pembahasan tentang Kesehatan Keselamatan Kerja (K3). Dalam sebuah 

perusahaan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan hal yang sangat 

penting. Hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1/1970 dan 

No. 23/1992 mengatur mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja.   

Dalam dunia kerja yang semakin dinamis dan penuh tantangan, 

kesehatan dan keselamatan kerja (K3) menjadi aspek yang tidak boleh 

diabaikan. Di lingkungan akademik ini, kita sering kali fokus pada teori dan 

konsep dasar, namun penting untuk diingat bahwa pengetahuan mengenai 

K3 memiliki peranan yang krusial dalam mewujudkan lingkungan kerja 

yang aman, sehat, dan produktif. Topik K3 tidak hanya melibatkan 

pengertian dasar mengenai potensi bahaya dan risiko di tempat kerja, tetapi 

juga mencakup langkah-langkah praktis yang harus diterapkan untuk 

melindungi diri sendiri dan orang lain. Mempelajari prinsip-prinsip K3 akan 

memberikan pembaca pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana 

menciptakan dan memelihara lingkungan kerja yang mendukung 

kesejahteraan dan keselamatan semua pihak yang terlibat. Dalam buku ini, 

pembaca akan diajak untuk menggali berbagai aspek K3, mulai dari 

identifikasi bahaya, penilaian risiko, hingga penerapan langkah-langkah 

pencegahan yang efektif.  
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Buku ini bukanlah rumusan final, ia bersifat terbuka untuk 

diinterprestasi ulang, bahkan diperbarui kembali dengan adanya peraturan 

dan perkembangkan hukum dan teknologi Kesehatan dan keselamatan kerja 

yang begitu pesat. Keberhasilan buku ini tentu tidak terwujud tanpa adanya 

dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.  

Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi sumber 

informasi yang berguna bagi siapa saja yang ingin meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan mereka dalam mengelola keamanan dan 

keselamatan. 

 

 

Surabaya, September 2025 

 

Penulis 
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BAB I  
HAKIKAT KESELAMATAN DAN  

KESEHATAN KERJA 
 

 

 

 

A. PENDAHULUAN   

Pokok bahasan hakikat keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan 

pengenalan dan dasar dari keselamatan dan kesehatan kerja.  Mata kuliah ini 

merupakan salah satu mata kuliah yang terkait hampir di seluruh bidang.  Hal 

ini disebabkan keselamatan dan kesehatan kerja harus diaplikasikan di semua 

bidang baik di perkantoran, rumah sakit maupun pabrik sehingga dapat 

dikatakan ilmu K3 merupakan ilmu yang universal.    

Keselamatan dan kesehatan kerja merupakan suatu pemikiran dan upaya 

untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani. 

Dengan keselamatan dan kesehatan kerja maka para pihak diharapkan tenaga 

kerja dapat melakukan pekerjaan dengan aman dan nyaman serta mencapai 

ketahanan fisik, daya kerja, dan tingkat kesehatan yang tinggi.   

 

B. SEJARAH DAN DEFINISI  KESELAMATAN DAN KESEHATAN 

KERJA 

1. Sejarah Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Di Dunia 

Sejak zaman purba pada awal kehidupan manusia, untuk memenuhi 

kebutuhan hidupnya manusia bekerja. Pada saat bekerja mereka 

mengalami kecelakaan dalam bentuk cidera atau luka. Dengan akal 

pikirannya mereka berusaha mencegah terulangnya kecelakaan serupa 

dan ia dapat mencegah kecelakaan secara preventif. Selama pekerjaan 
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masih dikerjakan secara perseorangan atau dalam kelompok maka usaha 

pencegahan tidaklah terlalu sulit, sifat demikian segera berubah, tatkala 

revolusi industri dimulai yakni sewaktu umat manusia dapat 

memanfaatkan hukum alam dan dipelajari sehingga menjadi ilmu 

pengetahuan dan dapat diterapkan secara praktis. 

Penerapan ilmu pengetahuan tersebut dimulai pada abad 18 dengan 

munculnya industri tenun, penemuan ketel uap untuk keperluan industri. 

Tenaga uap sangat bermanfaat bagi dunia industri, namun 

pemanfaatannya juga mengandung risiko terhadap peledakan karena 

adanya tekanan uap yang sangat tinggi.  Selama awal abad pertengahan 

berbagai bahaya diidentifikasi, termasuk efek paparan timbal dan 

mercury, kebakaran dalam ruang terbatas, serta kebutuhan alat pelindung 

perorangan. Namun demikian, tidak ada standar atau persyaratan 

keselamatan yang terorganisasi dan ditetapkan pada saat itu.  Para pekerja 

biasanya pengrajin independen atau bagian dari toko atau pertanian 

keluarga dan bertanggung jawab sendiri untuk keselamatan, kesehatan, 

dan kesejahteraannya. Selanjutnya menyusul revolusi listrik, revolusi 

tenaga atom, dan penemuan-penemuan baru di bidang teknik dan 

teknologi yang sangat bermanfaat bagi umat manusia. Di samping 

manfaat tersebut, pemanfaatan teknik dan teknologi dapat merugikan 

dalam bentuk risiko terhadap kecelakaan apabila tidak diikuti dengan 

pemikiran tentang upaya K3. 

Sebagai gambaran tentang sejarah perkembangan keselamatan dan 

kesehatan kerja dapat dijelaskan sebagai berikut. Kesadaran umat 

manusia terhadap keselamatan kerja telah mulai ada sejak zaman  

prasejarah. Ditemukan tulisan tertua tentang Keselamatan dan Kesehatan 

Kerja (K3) berasal dari zaman manusia pra-sejarah di zaman batu dan 

goa (paleolithic dan neolithic), ketika itu manusia telah mulai membuat 

kapak dan tombak untuk berburu. Kemudian bangsa Babylonia pada 

dinasti Summeri (Irak) membuat disain pegangan dan sarung kapak, 

membuat tombak yang mudah untuk digunakan agar tidak 

membahayakan pemakainya serta pembawanya menjadi aman.  Selain itu 

mereka juga telah mulai membuat saluran air dari batu untuk sanitasi.  

Sekitar tahun 1700 SM, Hamurabi, raja Babylonia, dalam kitab Undang-

undang menyatakan bahwa “Bila seorang ahli bangunan membuat rumah 
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untuk seseorang dan pembuatannya tidak dilaksanakan dengan baik 

sehingga rumah itu roboh dan menimpa pemilik rumah hingga mati maka 

ahli bangunan tersebut harus dibunuh. 

Demikian pula pada zaman  Mozai, lebih kurang lima abad setelah 

Hamurabi, telah ada ketentuan bahwa ahli bangunan bertanggung jawab 

atas keselamatan para pelaksana dan pekerjaannya.  Pada waktu itu telah 

ada kewajiban untuk memasang pagar pengaman pada setiap sisi luar 

atap rumah. Sekitar 80 tahun sesudah Masehi, Plinius seorang ahli 

Encyclopedia bangsa Roma, mensyaratkan agar para pekerja tambang 

memakai tutup hidung. Pada tahun 1450, Dominico Fontana yang 

diserahi tugas membangun obelisk di tengah lapangan St. Pieter Roma, 

selalu menyarankan agar para pekerja memakai topi baja. 

Pemahaman atas kesehatan kerja yang paling tua ditemukan pada 

bangsa Mesir, ketika Ramses II pada tahun 1500 sebelum Masehi, 

membangun terusan dari mediterania ke laut merah dan juga ketika 

membangun Rameuseum. Saat itu Ramses II menyediakan tabib untuk 

menjaga kesehatan para pekerjanya. Pemahaman mengenai pentingnya 

kesehatan kerja secara khusus, dimulai pada abad ke-16 oleh Paracelsus 

dan Agricola. Paracelsus pada zaman  renaissance mulai 

memperkenalkan penyakit yang menimpa para pekerja tambang.  

Keduanya menguraikan mengenai pekerjaan dalam tambang, cara 

mengolah biji tambang dan penyakit yang diderita oleh para pekerja. 

Keduanya telah mulai melakukan upaya pencegahan terhadap penyakit 

akibat kerja. Agricola misalnya, telah menganjurkan penggunaan 

ventilasi dan tutup muka yang longgar. Paracelus lebih banyak 

menguraikan tentang bahan-bahan kimia, sehingga dia dianggap sebagai 

bapak toksikologi modern. 

Bernardine Ramazzini (1633-1714) dari Universitas Modena di 

Italia, dianggap sebagai bapak kesehatan kerja. Beliau yang pertama 

menguraikan hubungan berbagai macam penyakit dengan jenis 

pekerjaannya. Ramazzini menganjurkan agar seorang dokter dalam 

memeriksa pasien, selain menanyakan riwayat penyakitnya, juga harus 

menanyakan pekerjaan pasien dimaksud. Ramazzini menulis mengenai 

kaitan antara penyakit yang diderita seorang pasien dengan pekerjaannya. 

Mengamati bahwa para dokter pada waktu itu jarang mempunyai 
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perhatian terhadap hubungan antara pekerjaan dan penyakit. Oleh 

Ramazzini mulai mengembangkan ilmu kedokteran dari sudut pandang 

ilmu sosial (Socio medicine). Ia juga menemukan bahwa terdapat dua 

kelompok besar penyebab penyakit akibat kerja yaitu bahaya yang 

terkandung di dalam bahan yang digunakan kertika bekerja dan adanya 

gerakan janggal yang dilakukan oleh pekerja ketika bekerja (ergonomi 

factor). 

Peristiwa sejarah tersebut menggambarkan bahwa masalah 

keselamatan dan kesehatan manusia pekerja menjadi perhatian para ahli 

pada zaman itu.  Pada masa revolusi industri, di Inggris banyak terjadi 

kecelakaan kerja yang membawa korban.  Pada waktu itu para pengusaha 

beranggapan bahwa kecelakaan yang menimbulkan penderitaan dan 

kerugian bagi pekerja, merupakan bagian dari risiko pekerjaan yang 

harus ditanggung sendiri oleh para pekerja. Bagi pengusaha kehilangan 

pekerja karena kecelakaan akan akan mudah diatasi, menggantinya 

dengan pekerja baru. Keadaan yang tidak adil ini telah menimbulkan 

kesadaran masyarakat bahwa hal itu tidak sesuai dengan asas 

perikemanusiaan karena kecelakaan dan pengorbanan pekerja dalam 

hubungan kerja yang terus dibiarkan, pada dasarnya adalah perbuatan 

yang tidak manusiawi. Kesadaran masyarakat yang berkembang ini, 

membuka peluang dan mendorong pekerja untuk menuntut perlindungan, 

dengan meminta agar pengusaha melakukan tindakan pencegahan dan 

menanggulangi kecelakaan yang terjadi. Sejak itu, bagi pekerja yang 

mengalami kecelakaan dilakukan perawatan. 

Pada tahun 1911, di Amerika Serikat diberlakukan Undang-Undang 

Kerja (Works Compensation Law) yang antara lain mengatur bahwa 

setiap kecelakaan kerja yang terjadi, baik akibat kesalahan tenaga kerja 

atau tidak, yang bersangkutan akan mendapat ganti rugi jika hal itu terjadi 

dalam pekerjaan. Undang-Undang ini merupakan permulaan usaha 

pencegahan kecelakaan yang lebih terarah. Di Inggris pada mulanya 

aturan perundangan yang serupa juga telah diberlakukan, namun harus 

dibuktikan bahwa kecelakaan tersebut bukanlah terjadi karena kesalahan 

si korban.  Jika kesalahan atau kelalaian disebabkan oleh si korban maka 

ganti rugi tidak akan diberikan. Karena posisi buruh/pekerja dalam posisi 

yang lemah, maka pembuktian salah tidaknya pekerja yang bersangkutan 
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selalu merugikan korban. Akhirnya peraturan tersebut diubah tanpa 

memandang kecelakaan tersebut diakibatkan oleh si korban atau tidak.  

Berlakunya peraturan perundangan tersebut dianggap sebagai permulaan 

dari gerakan keselamatan kerja yang membawa angin segar dalam usaha 

pencegahan kecelakaan industri. 

Pada tahun 1931, H. W. Heinrich dalam bukunya Industrial 

Accident Prevention, menulis tentang upaya pencegahan kecelakaan di 

perusahaan, tulisan itu kemudian dianggap merupakan permulaan sejarah 

baru bagi semua gerakan keselamatan kerja yang terorganisir secara 

terarah.  Prinsip-prinsip yang dikemukakan Heinrich merupakan 

dasardasar program keselamatan kerja yang berlaku hingga saat ini. 

Peraturan tentang keselamatan dan kesehatan kerja di Indonesia sendiri 

sudah lama ada yakni dimulai dengan diterbitkannya UU Uap (Stoom 

Ordinantiae, STBL. No. 225 Tahun 1930) yang mengatur secara khusus 

tentang keselamatan kerja di bidang ketel uap, Undang-undang Petasan 

(STBL. No.  143 Tahun 1932) dan masih banyak lagi peraturan yang 

terkait dengan keselamatan di  

dunia kerja.   

 

2. Sejarah K3 Di Indonesia  

Usaha K3 di Indonesia dimulai tahun 1847 ketika mulai dipakainya 

mesin uap oleh Belanda di berbagai industri khususnya industri gula.  

Tanggal 28 Pebruari 1852, Pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan 

Staatsblad No 20 yang mengatur mengenai keselamatan dalam 

pemakaian pesawat uap yang pengawasannya diserahkan kepada 

lembaga Dienst Van Het Stoomwezen. Selanjutnya, penggunaan mesin 

semakin meningkat dengan berkembangnya tekonologi dan 

perkembangan industri.  Untuk itu, pada tahun 1905 dengan Stbl no 521 

pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan perundangan keselamatan 

kerja yang dikenal dengan Veiligheid Regelement disingkat VR yang 

kemudian disempurnakan pada tahun 1930 sehingga terkenal dengan stbl 

406 tahun 1930 yang menjadi landasan penerapan K3 di Indonesia. 

Perlindungan tenaga kerja di bidang keselamatan kerja di Indonesia 

juga telah mengarungi perjalanan sejarah yang panjang, telah dimulai 

lebih dari satu abad yang lalu. Usaha penanganan keselamatan kerja di 



6 | Standar Keselamatan Kesehatan Kerja (K3) dalam Perspektif Perlindungan 

Hukum terhadap Ketenagakerjaan di Indonesia    

Indonesia dimulai sejalan dengan pemakaian mesin uap untuk keperluan 

Pemerintah Hindia Belanda yang semula pengawasannya ditujukan 

untuk mencegah kebakaran. Pada mulanya pengaturan mengenai pesawat 

uap belum ditujukan untuk memberi perlindungan kepada tenaga kerja, 

karena hal itu bukan merupakan sesuatu yang penting bagi masyarakat 

Belanda.  Baru pada tahun 1852 untuk melindungi tenaga kerja di 

perusahaan yang memakai pesawat uap, ditetapkan peraturan perundang-

undangan tentang pesawat uap, Reglement Omtrent Veiligheids 

Maatregelen bij het Aanvoeden van Stoom Werktuigen in Nederlands 

Indie (Stbl no. 20), yang mengatur tentang pelaksanaan keselamatan 

pemakaian pesawat uap dan perlindungan pekerja yang melayani pesawat 

uap. Upaya peningkatan perlindungan dimaksud telah dilakukan dan 

terus ditingkatkan dari waktu ke waktu, sejalan dengan semakin 

banyaknya dipergunakan mesin, alat pesawat baru, bahan produksi yang 

diolah dan dipergunakan yang terus berkembang dan berubah.  Di akhir 

abad ke-19 penggunaan tenaga listrik telah dimulai pada beberapa pabrik. 

Sebagai akibat penggunaan tenaga listrik tersebut banyak terjadi 

kecelakaan oleh karenanya maka pada tahun 1890 ditetapkan peraturan 

perundangan di bidang kelistrikan yaitu Bepalingen Omtrent de Aanlog 

om het Gebruik van Geleidingen voor Electriciteits Verlichting en het 

Overbrengen van Kracht door Middel van Electriciteits in Nederlands 

Indie. 

Pada awal abad ke-20, sejalan dengan perkembangan di Eropa, 

Pemerintah Hindia Belanda kemudian mengadakan berbagai langkah 

perlindungan tenaga kerja dengan menerbitkan Veilegheids Reglement 

(Undang-undang Keselamatan) yang ditetapkan pada tahun 1905 Stbl.  

No. 251, yang kemudian diperbaharui pada tahun 1910 (Stbl.  No. 406).  

Undang-Undang yang terakhir ini, telah berlaku dalam waktu yang 

sangat lama, lebih dari 60 tahun, sampai kemudian dicabut oleh Undang-

Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Selain itu, untuk 

mengawasi berbagai hal khusus, telah pula diterbitkan 12 peraturan 

khusus Direktur Pekerjaan Umum No.  119966/Stw Tahun 1910, yang 

merupakan peraturan pelaksanaan dari Stbl. No. 406 Tahun 1910. Setelah 

itu, diterbitkan pula ketentuan tentang Pengangkutan dengan Trem 

Dalam Jumlah yang Besar (Stbl.  No. 599 Tahun 1914). 
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Pada tahun 1926 dilakukan perubahan atas beberapa pasal dari 

Burgerlijke Wetbook oud (KUH Perdata Lama) ke dalam KUH Perdata 

Baru, ketika dalam ketentuan baru dimaksud, perlindungan terhadap 

tenaga kerja dimuat dalam Buku III Titel tujuh A.  Isinya mulai mengatur 

tentang kewajiban pengusaha untuk melindungi pekerjanya. Beberapa 

ketentuan itu telah mewajibkan kepada pengusaha agar pekerja yang 

tinggal bersamanya diberi kesempatan menikmati istirahat dari 

pekerjaannya dengan tidak dipotong upahnya (Pasal 1602u KUH 

Perdata). Kewajiban untuk mengatur pekerjaan sedemikian rupa, 

sehingga pada hari minggu dan hari-hari yang menurut kebiasaan 

setempat pekerja dibebaskan dari pekerjaannya (Pasal 1602v KUH 

Perdata). Kewajiban pengusaha untuk mengatur dan memelihara 

ruangan, piranti atau perkakas, menyuruh pekerja untuk melakukan 

pekerjaan sedemikian rupa agar melakukan pekerjaan dengan baik dan 

mengadakan aturan serta memberikan petunjuk sehingga pekerja 

terlindungi jiwa, kehormatan, dan harta bendanya.   

 

3. Definisi Keselamatan Dan Kesehatan Kerja  

Keselamatan dan kesehatan kerja difilosofikan sebagai suatu 

pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik 

jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada 

umumnya, hasil karya dan budayanya menuju masyarakat makmur dan 

sejahtera. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu 

pengetahuan dan penerapannya dalam usaha mencegah kemungkinan 

terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.  Kesehatan dan 

keselamatan Kerja (K3) tidak dapat dipisahkan dengan proses produksi 

baik jasa maupun industri.   

a. Keselamatan Kerja 

Keselamatan Kerja adalah keselamatan yang bertalian dengan 

mesin, pesawat, alat kerja, bahan, dan proses pengolahannya, 

landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan 

pekerjaan.  Keselamatan Kerja memiliki sifat sebagai berikut.  

1) Sasarannya adalah lingkungan kerja. 

2) Bersifat teknik.   
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